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BAB III  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat diambil 

kesimpulan yang isinya sebagai berikut : 

1. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Ny. Bunga Apriliani Mahramah 

selaku pembeli dengan Tuan Sahlan Subarjo selaku penjual pada tanggal 28 

September 2016 yang hanya dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang dapat 

dikatakan sah jika dilihat dari syarat materiil jual beli karena sudah terpenuhinya 

syarat tunai dalam jual beli tersebut. Pada syarat materiil dalam jual beli, Ny. 

Bunga selaku pembeli berhak dan memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang 

akan dibelinya, kemudian Tuan Sahlan selaku penjual berhak menjual tanahnya, 

dimana berhak menjual suatu bidang tanah yaitu pemegang yang sah dari hak 

atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Selain itu, tanah yang merupakan obyek 

jual beli itu sendiri tidak berada dalam keadaan sengketa. Kemudian dilihat dari 

unsur tunai dalam konsep Hukum Adat juga sudah terpenuhi karena Ny. Bunga 

telah membayar harga yang telah disepakati secara penuh dan telah diberikan 

pula sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Ny. Bunga walaupun jual 

beli tersebut hanya didasarkan dengan kwitansi penerimaan uang saja. 

Adapun transaksi jual beli yang dilakukan jika dilihat dari syarat formil jual 

beli belum terpenuhi karena dalam jual beli tersebut tidak memenuhi syarat 

terang. Dimana dalam peraturan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 37 ayat (1) PP 

24 Tahun 1997 disebutkan bahwa jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT 

sehingga akan dihasilkan akta untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran 

peralihan haknya di Kantor Pertanahan. Maka jual beli tersebut tidaklah cukup 
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jika hanya dipenuhinya syarat tunai namun juga perlu memperhatikan ketentuan 

yang berlaku saat ini dengan juga dipenuhinya syarat terang atau syarat formil 

yaitu jual beli dilakukan dihadapan PPAT yang akan menghasilkan akta yang 

merupakan syarat untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan. 

 

2. Berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ny. Bunga Apriliani 

Mahramah selaku pembeli dengan Tuan Sahlan Subarjo selaku penjual yang 

tidak dilakukan dihadapan PPAT dan hanya didasarkan dengan kwitansi 

penerimaan uang saja maka sebenarnya sudah jelas bahwa sebelum adanya 

Putusan Pengadilan Negeri No. 28/Pdt.G/2020/PN.Clp Ny. Bunga tidak 

mendapat perlindungan hukumnya karena tidak adanya akta yang merupakan 

hasil dari jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sehingga tidak dapat 

dilakukan pendaftaran peralihan haknya guna mendapatkan kepastian hukum 

dan perlindungan hukumnya, sebagaimana tujuan dari pendaftaran tanah yang 

disebutkan dalam Pasal 3 PP 24 Tahun 1997. Namun, dalam kasus jual beli 

tersebut diketahui pula bahwa Ny. Bunga sudah beritikad baik ingin datang 

bersama-sama ke kantor PPAT bersama Tuan Sahlan tetapi dalam kasus ini 

Tuan Sahlan selaku penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga 

Ny. Bunga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri cilacap dengan alasan 

untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

  

B. Saran  

1. Dalam penelitian yang sudah dilakukan, penulis memiliki saran terkait dengan 

pelaksanaan jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dan hanya 

didasarkan dengan kwitansi penerimaan uang, sebaiknya disaat ingin melakukan 
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transaksi jual beli dilakukan dihadapan PPAT agar dapat langsung diperoleh 

Akta Jual Belinya untuk nantinya dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan 

sehingga kemudian memperoleh alat bukti yang kuat yaitu berupa sertipikat hak 

atas tanahnya. Hal ini juga untuk menghindari pemegang hak dari sengketa 

karena akan menimbulkan kerugian pagi pemegang hak karena belum 

mendapatkan kepastian dan perlindungan hukumnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah lebih 

menginformasikan mengenai syarat sahnya jual beli atas tanah dan bangunan 

yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang 

bersangkutan kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi pembeli yang nantinya akan menjadi pemegang hak. 

2. Berdasarkan permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesalah pahaman 

antara Ny. Bunga Aprilin Mahramah dan tuan Sahlan Subarjo terkait dengan 

pembelian tanah di bawah tangan yang menyebabkan Ny. Bunga Aprilin 

Mahramah kesusahan dalam menganti nama atas kepemilikan tanah tersebut 

sehingga menebabkan timbulnya permasalahan hukum yang di terima oleh 

pembeli, maka dari itu sebaiknya dalam melakukan kegiatan jual beli hak atas 

tanah yang di adakan dalam itikad baik dengan dasar kejujuran seharusnya 

dilakukanlah di hadapan PPAT agar permasalahan yang timbul dikemudian hari 

tidaklah akan dapat terjadi.  
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